BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 4$ TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan
Publik Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3984);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;



Menetapkan :

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

9, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2014 tentang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 210);

11. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
Nomor 61);

12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas
(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017
Nomor 3} Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun
2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan
Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi
Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI
RAWAS.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yvang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas yang memiliki tugas pokok dan fungsi
melaksanakan pelayanan publik tertentu urusan Pemerintahan
Daerah berkaitan dengan penanaman modal, pelayanan perizinan dan
non perizinan di Kabupaten Musi Rawas.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang perpajakan,;

Nomor Pokok Wajib Pajak yvang selanjutnya disingkat NPWP adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu
9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam)
digit berikutnya merupakan kode adminstrasi perpajakan;

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi;

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;



;

10.

11.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP
adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menangani perizinan dan layanan pengadaan sebelum memberikan
layanan publiktertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib
Pajak;

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status
Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah yang
menangani perizinan dan layanan pengadaan;

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP

dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan KSWP adalah :

a.

b.

(1)

menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi
pendapatan daerah; dan
meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil
Pajak Penghasilan.

BAB 111

KSWP

Pasal 4
KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan
dan layanan pengadaan dalam rangka memberikan layanan publik

tertentu;



(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. sistem informasi pada pada Perangkat Daerah yang menangani
perizinan dan layanan pengadaan yang terhubung dengan sistem
informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pedoman

bagi Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan
dalam melakukan KSWP melalui sistem informasi pada Perangkat Daerah

vang menangani perizinan dan layanan pengadaan yang terhubung

dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau melalui
aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(1)

(2)

(3

(4)

Pasal 6
Terhadap KSWP yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menangani perizinan dan layanan pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan
Status valid atau tidak valid;
Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi
ketentuan :
a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem
informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua)
Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak
yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani
perizinan dan layanan pengadaan dapat diberikan.
Terhadap Wajib Pajak yvang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang
memuat status tidak valid.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 7
Dalam hal KSWP oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan
dan layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak
dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk
mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP;

Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak
yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(4), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan
Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP dengan melampirkan
Keterangan Status Wajib Pajak yang memmuat status tidak valid.

BAB IV
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 8
Setiap Wajib Pajak yvang telah memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak
dan kepada Wajib Pajak diberikan NPWP;

Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi
dalam Wilayah Kabupaten, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan
oleh KPP;

Pelaku Usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang
pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bertempat tinggal atau
berkedudukan diluar Kabupaten dan yang memiliki NPWP domisili
diluar wilayah KPP Pratama Lubuklinggau wajib mendaftarkan dirn
sebagai Wajib Pajak Cabang.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 2 Jdu 2018

BUPATI M RAWAS,

H. HEN GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 2 Jut! 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI

CRAH KABUBATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR...®



